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ABSTRAK 

Ketentuan agama Islam memuat larangan terhadap konsumsi makanan 

tertentu, yang dikenal sebagai makanan haram. Dalam konteks pedagang makanan, 

hal ini menimbulkan permasalahan terkait informasi sebenarnya yang diberikan 

para pedagang kepada konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen 

muslim atas tidak dipenuhinya hakatas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim atas menu yang 

dilarang, dengan studi kasus pada pedagang nasi goreng di Desa Banjarejo, 

Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan fakta (Fact Approach) dengan melibatkan wawancara mendalam dan 

observasi terhadap pedagang nasi goreng, konsumen Muslim, lembaga yang 

terlibat. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode content 

analysis untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pedeganga nasi goreng yang 

menyediakan menu yang tidak halal dengan tidak memberikan keterangan tidak 

halal pada daftar menu, spanduk, poster pada lokasi penjualan. Pedagang memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai bahan yang 

digunakan dalam makanan yang dijual, namun dalam prakteknya, informasi sering 

kali kurang lengkap atau tidak disampaikan dengan jelas. Selain itu, konsumen 

Muslim juga perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai makanan 

yang dilarang agar dapat melindungi diri mereka sendiri. Dalam rangka 

meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim, perlu adanya 

upaya kolaboratif antara pedagang, konsumen, dan pemerintah setempat. Pedagang 

perlu meningkatkan transparansi dalam menyediakan informasi mengenai bahan 

yang digunakan dalam makanan. Pemerintah setempat dapat memberikan edukasi 

mengenai produk halal dan pelatihan kepada pedagang mengenai aspek hukum dan 

keagamaan terkait penjualan makanan. Selain itu, konsumen Muslim perlu 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai makanan yang dilarang. 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang perlindungan 

hukum terhadap konsumen Muslim dalam konteks makanan yang dilarang bagi 

umat muslim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk 

mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi konsumen Muslim 

dari menu yang dilarang dan menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan 

yang dijunjung tinggi. 

Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen Muslim, menu yang dilarang, nasi 

goreng, Desa Banjarejo, Bojonegoro 
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ABSTRACT 

Islamic religious provisions contain prohibitions against the consumption 

of certain foods, which are known as unclean foods. In the context of food traders, 

this creates problems related to the actual information provided by traders to 

consumers and legal protection for Muslim consumers for not fulfilling the right to 

information. This study aims to analyze the legal protection of Muslim consumers 

for prohibited menus, with a case study on fried rice traders in Banjarejo Village, 

Bojonegoro District, Bojonegoro Regency. This study uses a fact approach 

involving in-depth interviews and observations of fried rice traders, Muslim 

consumers, and the institutions involved. The collected data is analyzed using the 

content analysis method to identify and analyze existing legal protections. The 

results showed that there were three fried rice sellers who provided non-halal 

menus by not providing non-halal information on menu lists, banners and posters 

at sales locations. Traders have an obligation to provide clear and honest 

information regarding the ingredients used in the food they sell, but in practice, this 

information is often incomplete or not conveyed clearly. In addition, Muslim 

consumers also need to increase awareness and knowledge about prohibited foods 

in order to protect themselves. In order to increase legal protection for Muslim 

consumers, there is a need for collaborative efforts between traders, consumers and 

the local government. Traders need to increase transparency in providing 

information about ingredients used in food. The local government can provide 

education regarding halal products and train traders regarding legal and religious 

aspects related to selling food. In addition, Muslim consumers need to increase 

awareness and understanding of prohibited foods. This research contributes to the 

understanding of legal protection for Muslim consumers in the context of food that 

is prohibited for Muslims. The results of this research are expected to be the basis 

for developing better policies in protecting Muslim consumers from prohibited 

menus and maintaining adherence to upheld religious values. 

Keywords: legal protection, Muslim consumers, prohibited menus, fried rice, 

Banjarejo Village, Bojonegoro 
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